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SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 19838

Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf ; e :
Arab Nama  Huruf Latin ~ Nama
} alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ba’ S be
ta’ . te
sa’ es (dengan titik di atas)
jim je
ha ha (dengan titik di bawah)
kha’ ka dan ha
dal de
zal zet (dengan titik di atas)
ra’ er
zai zet
sin : o s : es
o syin BN es dan ye
o sad $ es (dengan titik di bawah)
- ge . W W2 de (dengan titik di bawah)
h - ta’ ' t - te (dengan titik di bawah)
5 za’ e E oy i zet (dengan titik di bawah)
‘ain = i . e koma terbalik di atas
& i G ek S e
o fa’ ef
d qaf qi
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iy lam 1
¢ mim m

& nun n

3 waw w
- ha’ h
s hamzah !
¢ ya’ y

ditulis
3 S ditulis
Ta' marbutah
1. Bila dimatikan ditulis /
oy : ditulis
i ditulis

‘em
‘en
W
ha

apostrof

Muta’addidah
‘iddah

Hikmah
Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ scrta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan /

sl N1 Al S | ditulis
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Karamah al-auliya’



3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢

hill3ls)

B. Vokal Pendek

ditulis

- fathah
g kasrah
/
i dammah
C. Vokal Panjang
1 Fathah + alif
Llals
2 fathah + ya’ mati |
3 kasrah + ya’ mati
4 damm;h: + wawu mati
SENEY
D. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya’ mati

2 fathah + wawu mati
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ditulis
ditulis

ditulis

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

ditulis

ditulis
ditulis

ditulis

ditulis

zakatul fitr

a
Jjahiliyyah
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i
karim

Sfurud

ai
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E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

P ' ditulis agmm.
. cal ditulis i
f: _)5-5 U-‘-‘ ditulis la’in syakarium
F. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah
JA ditulis al-Qur'an
ol - ditulis | al-Qiys

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyvah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

el ditulis : as-Sama’
uarid) ‘ ditulis | asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya dan menulis penulisannya.

Al 93 ditulis tawi al-furiid
Ll ditulis ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Agama Islam datang ke Indonesia, menurut ‘Uresna
sebagaimana dikutip Wahiduddin Adams di Indonesia telah ada 2 macam
peradilan yakni peradilan pradata dan peradilan padu. Peradilan pradata
mengurusli perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedang peradilan padu
mengurusi perkara-perkara yang bukan urusan raja. Pada pertengahan abad
pertama hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh masehi, Agama Islam
masuk ke Indonesia dibawa oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan
Madinah dimana selain berdagang saudagar-saudagar tersebut juga
berdakwah, sehingga masyarakat Indonesia dalam praktek sehari-hari mulai
menjalankan ajaran-ajaran Agama Islam yang bersumber pada kitab figh,
termasuk sistem peradilan yang lazim disebut gadha'."

Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan
yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kalinya lahir di
Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan
Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yaitu Raja Willem III tanggal
19 Januari 1882 yang dimuat dalam Sraatsblad 1882 No. 152. Badan
peradilan tersebut bernama Priesterraden yang lazim disebut Rapat Agama

atau Raad Agama dan terakhir disebut dengan Peradilan Agama. 2

"Wahiduddin Adams dkk., Peradilan Agama di [ndonesia, cet. 2, (Jakarta:Yayasan
al-Hikmah, 1999), him. 1-2,

DIbid., him. 3.



Pasca kemerdekaan R.I. dalam rangka memenuhi amanat Pasal 24
Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang
diperbaharui dengaﬁ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan tegas
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan

Peradilan, yaitu :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Dari segi yuridis kewenangan Peradilan Agama yang jelaskan pada
ketentuan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang
menjelaskan bahwa Undang-Undang ini membedakan antara empat
lingkungan peradilan yang masing-masing mernpunyai wewenang mengadili
perkara tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan
tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-
perkara tertentu, sedangkan Peradilan Umum merupakan Peradilan bagi
rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun pidana.
Wewenang Peradilan Agama semakin mantap setelah diundangkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana



kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara perdata tertentu yang ielah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Perkara perdata tersebut di atas meliputi bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dar shodaqoh (Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Dalam perkembangannya problematika hukum vyang dihadapi
Peradilan Agama semakin komplek seiring dengan perkembangan masyarakat
pencari keadilan yang ingin mendapatkan kepastian hukum terhadap perkara
yang diajukan. Diantara permasalahan hukum di peradilan Agama adalah
munculnya perkara mafqud yang tidak diatur dengan jelas oleh peraturan
perundang-undangan.

Di satu sisi peradilan Agama hanya beirwenang memeriksa, meniutus
dan menyelesaikan permasalahan hukum yang telah diatur oleh peraturan
perundang-undangan. Di lain sisi terdapat aturan yang menyatakan bahwa
hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang
diajukan dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas melainkan wajib
menerima dan mengadili (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970), akan tetapi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat
(Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).

Sebagai perwujudan dari peraturan perundang-undangan, Hakim
Pengadilan Agama harus mewujudkan kebenaran dan keadilan dengan

mengadakan pendekatan hukum problematik, yakni mencari penyelesaian



perkara sesuai dengan permasalahan yang diajukan kepada hakim dengan
tidak hanya mendahulukan sistem dalam arti tidak boleh melihat perkara dari

sistem dan rumusan pasal-pasal, tetapi harus mendahulukan pendekatan

problem perkara tanpa mengabaikan pendekatan sistem.”

Perkara mafqud di Pengadilan Agama merupakan suatu perkara yang
diajukan oleh masyérakat pencari keadilan berkaitan dengan pergi atau
hilangnya anggota keluarga (kerabat) yang bertindak sebagai Pewaris atau
ahli waris sedangkan keberadaan orang yang hilang tersebut tidak jelas kabar
beritanya apakah masih hidup atau sudah mati, sehingga untuk mendapatkan
kepastian hukum tentang keberadaan orang yang hilang tersebut diperlukan
penetapan dari Pengédilan Agama.

Perkara mafqud tidak hanya berkaitan dengan kewarisan namun juga
berkaitan dengan perkawinan, yaitu perceraian dan perwalian. Penzlitian ini
difokuskan pada perkara mafgud yang berkaitan dengan kewarisan. Adapaun
dalam perkara perceraian istilah mafgud dihubungkan dengan keberadaan
suami atau.isteri yang timpat tinggalnya tidak jelas, seperti seorang isteri
yang menggugat cerai suaminya yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang
jelas dan pasti, atau sebaliknya seorang suami yang mengajukan cerai talak
terhadap isterinya yang tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi dalam
praktek di Pengadilan Agama istilah yang digunakan dalam perceraian bukan

mafqud, tetapi ghaib.

M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan A gama
(Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), him. 66.



‘Menurut data pada Pengadilan Agama Bantul bahwa perkara mafqud
muncul pertama kali di wilayah hukum R.I. pada tahun 1996 yang diajukan
oleh seorang pencal.'ai keadilan kepada Pengadilan Agama Bantul. Pada
awalnya terdapat perdebatan di kalangan internal hakim Pengadilan Agama
Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Penyelesaian perkara
mafqud merupakan terobosan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama
Bantul dalam menjawab problem hukum yang dihadapi masyarakat pencari
keadilan. Sejak Peﬁgadilan Agama Bantul menyelesaikan perkara mafqud
sebagai salah satu jenis perkara tersendiri beberapa Pengadilan Agama di
wilayah hukum R.I. meminta (salinan) dokumen yang berkaitan dengan
perkara mafqud sebagai bahan kajian dan rujukan jika di kemudian hari
terdapat perkara serupa di wilayah hukum mereka.

Selama kurun waktu tahun 199€-2001 Pengadilan Agama Bantul
telah menerima, memeriksa dan memutuskan 19 perkara mafy7ud. Perkara
mafqud tersebut berkaitan dengan kewarisan. Diselesaikannya perkara
mafqiid tersebut bukan berarti pembahasan m.fyiid telah tuntas, namun masih
memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama mengenai dasar hukum yang
dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara mafqud, juga prosedur yang
digunakan hakim untuk mengadili perkara mafqud, mengingat mafqud
termasuk perkara baru di Pengadilan Agama, serta putusan hakim dan akibat
hukum yang ditimbulkan dari penetapan perkara mafgiid.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih

mendalam mengenai proses penyelesaian perkara mafgud di Pengadilan



Agama Bantul, karena perkara mafqud secara tekstual tidak termasuk dalam
kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 T ahun
1989. dan mafqud merupakan problem hukum riil yang terjadi dalam

masyarakat.

Rumusan Masalah:
Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut
di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana prosedur mengadili perkara mafqud di Pengadilan Agama
Bantul?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Bantul dalam
mengadili perkara mafqud ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan perkara mafqud?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk menjelaskan prosedur mengadili perkara mafqud di Pengadilan
Agama Bantul?
b. Untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama
Bantul dalam mengadili perkara mafgud?
c¢. Untuk mcnjela.skan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara
mafqid?
2. Kegunaan
a. Sebagai bahan masukan terhadap pembaharuan hukum dalam rangka

memenubhi rasa keadilan masyarakat.



b. Sebagai wacana dalam perkembangan hukum di Indonesia serta
pengkajian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan penyelesaian

perkara mafqud.

D. Telaah' qutaka

Pengertian mafqud telah banyak dikemukakan oleh ulama yang pada
intinya hampir seragam, salah satunya pengertian mafqud yang dikemukan
Umar bin Khattab r.a. yaitu:

» st ole o om ogaakl
Tidak dibedakan di sini orang yang mafqud disebabkan pergi untuk berperang,
berdagang atau menuntut ilmu yang jelas tidak ada kabar berita tentang hidup
dan matinya.

Secara umum pembahasan tentang mafqid dapat dilihat dari buku-
buku atau kitab-kitab yang membahas ilmu waris, seperti yang ditulis oleh
Fatchur Rahman dalam bukunya “Iimu Waris” yaitu dalam Bagian ketujuh
Bab Il dibahas secara khusus tentang mafgud yang meliputi pengertian
mafgud, pemisahan harta orang yang mafqud dalam kaitannya dengan
kedudukan mafgiid sebagai pewaris dan ahli waris. Dalam tulisan tersebut
juga dijelaskan kaban hakim dapat memberikan putusan kematian mafqud
dimana para ulama memperselisihkan tenggang waktu seorang mafqud

dinyatakan mati.”

Y\ fuhammad Rawwas Qalahji, Ensiklopedia Figh Umar bin Khatiab ra, alih bahasa
M. Abdul Mujieb (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 361.

%) Fatchur Rahman, /lmu Waris, cet. 10 (Bandung: Al-Ma’arif, 1971), him. 172.



Buku lain yang membahas persoalan mafqud adalah “Pembagian
Waris Menurut Hukum Islam yang ditulis oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni,
dalam buku ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mafqud, yaitu :
| Isterinya tidak boleh dinikahi

2. Hartanya tidak boleh diwariskan

3. Hak kepemilikannya tidak boleh diambil sampai benar-benar diketahui
keberadaannya atau diperkirakan secara umum telah mati dimana hakim
bolch memvonisnya sebagai orang yang mati.®

Pasal 171 KHI huruf (b) menyebutkan bahwa pewaris adalah orang
yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan
Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan. Kalimat “dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan
beragama Islam” mengandung makna kebcradaan pewaris yang tidak jelas
masih hidup atau sudah mati, namun berdasarkan alasan-alasan tertentu
dinyatakan meninggal oleh Pengadilan Agama.

Perkara mafqud merupakan perkara baru dan sampai saat disusunnya
skripsi ini belum ada penelitian yang membahas perkara mafqud yang
berkaitan dengan kewarisan. Penelitian yang pernah ada berupa penelitian
tentang hilangnya (tidak diketahui tempat tinggalnya) seorang suami atau
isteri dalam perkara perceraian yang dalam praktek di Pengadilan Agama

disebut gaib (bukan mafqud)

6 Wahbah az-Zuhaily, al-Figh al-Islamy wa adillatuh, cet. 11 (Beirut:Dar al-Fikr, 1989),
VIII: 419-422.



E. Kerangka Teoretik
Syarat-syarat yang diperlukan dalam pembagian harta warisan adalah
matinya pewaris, hidupnya ahli waris di saat kematian pewaris dan tidak
adanya penghalang baginya yntuk mewarisi. Kematian pewaris menurut
ulama dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : mati haqiqy, mati hukmy dan mati
taqdiry.”
1. Mati hagiqy (sejati)
Mati hagigy ialah hilangaya nyawa sescerang yang dapat disaksikan dan
dirasakan oleh panca indera ataupun dapat dibuktikan dengan jelas.
2. Mati hukmy
Mati hukmy ialah suatu status kematian yang disebabkan oleh putusan
hakim terhadap orang-orang yang menurut ijtihad hakim dinyatakan mati,
seperti orang murtad yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh
dan orang mafq ud yang tidak diketahui lagi hidup dan matinya.
3. Mati taqdiry
Mati raqdiry ialah suatu kematian yang semata-mata didasarkan pada
dugaan atau perkiraan seperti kematian seorang mati yang baru dilahirkan
akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya.
Orang yang pergi dan tidak diketahui secara jelas apakah masih hidup
atau sudah mati (mafqiid) berada dalam kondisi yang serba tidak jelas, oleh

karena itu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahui keberadaannya

7 Fatchur Rahman, [Imu Waris ..., him. 79-80.
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atau setidak-tidaknya menetapkan status hukumnya. Hal ini bisa dilakukan
melalui pengumuman media massa atau melalui cara-cara lain.”

Ulama ahli hukum Islam bersepakat bahwa wajib menanti dalam
membagi harta peninggalan orang yang mafqud sampai batas-batas tertentu
yang tidak mungkin lagi ia hidup, dalam hal ini diserahkan kepada ijtihad
hakim karena panjang pendeknya umur berbeda masa dan tempatnya. Jika
hakim memutuskan matinya, maka orang yang mewarisinya adalah kerabat

yang hidup sesudah ada keputusan itu, bukan kerabat yang mati sebelum

putusan tersebut.”

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan hukum
acara yang berlaku- dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara yang
berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur
secara khusus dalam undang-undang Peran hakim dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain dari pada
melak;sanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang
disebutkan oleh un.dang-undang‘ Namun demikian berbicara mengenai peran
hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan lebih

dititikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofis.'”

166.

®Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 165-

9Wahbah Az-Zuhaily, al-Figh al-Islamy ..., him. 425.

19 M. Yahya Harahap, Beberapa ..., him. 63.
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Dalam proses. penemuan hukum peran hakim sangat dominan. Peran

hakim dapat diuraikan sebagai berikut I

1. To enforce the truth and justice
Dalam hal ini hakim dituntut untuk mampu menafsirkan undang-undang
secara aktual agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan
kebutuhan, perkembagan kondisi, waktu dan tempat, juga agar hukum
dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan kepentingan umum dan
kemaslahatan masyarakat masa kini. Hakim harus berani mencipta hukum
yang disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan
masyarakat dengan menyelami kesadaran kehidupan masyarakat.

7 Memberi edukasi, korcksi, prepensi dan represif.
Edukasi berarti hakim melalui putusan yang dijatuhkan harus mampu
memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan
masyarakat, serta dari putusan yang dijatuhkan anggota masyarakat harus
dapat memetik pelajaran dzn pengalaman.
Koreksi mempunyai makna putusan hakim harus jelas memperbaiki dan
meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang.
Prepensi berkaitan erat dengan edukasi dan koreksi, yaitu putusan yang
dijatuhkan harus mampu memberi pengertian kepada masyarakat dan
menanamkan kesadaran bagi mereka. Sedang represif diartikan bahwa

putusan hakim harus tegas.

'Y rbid , him. 63-64.
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3. Proyeksi tatanan masa depan
Hakim melalui putusan yang dikeluarkan bertujuan memproyeksi tatanan
masyarakat masa yang akan datang, paling tidak mengenai proyeksi
bidang kehidupan yang lebih baik.
4. Mendamaikan
Peran mendamaikan lebih utama dari pada memutus perkara.
5. Membina /aw standard
Menemukan | hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa
oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan.
Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), sebenarnya para
hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai ragam
macamnya, ada yang tertulis dan adapula yang tidak tertulis. Tetapi hakim
harus mengadili dengan benar terhadap suatu perkara yang diajukan
kepadanya, ia tidak .boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya
tidak atau kurang jelas, melainkan wajib wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. )
Hakim menemukan hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi.
Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks-teks undang-undang,
masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Sedangkan metode konstruksi

hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut

12) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), him. 187.
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suatu teks dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks
itu.'?

Teori-teori di atas akan digunakan sebagai landasan berfikir dan
membahas penyelesaian perkara mafqid. Sedang prinsip dasar dari Al-hadits
dan kaidah fighiyah adalah : 1%

Hadits ini menjelask.an bahwa umur manusia (umat Nabi Muhammad SAW)
rata-rata antara 60 —70 tahun.

Sedang kaidah fighiyah yang digunakan adalah :
5 Aalsdl Gl 2l el
kaidah ini berarti sesuatu yang tetap berdasakan bukti bagaikan yang tetap

4 .

berdasarkan kenyataan. Kaidah lain yang berhubungan adalah :
16) &D._\..A}.\J aiam d,,:;_\\ éc’(nbjl Le/_pJ
aspek kemaslahatan dalam hal ini diutamakan dimana tindakan untuk rakyat
(pencari keadilan) harus memperhatikan keniaslahatan.

Dari uraian tersebut di atas yang terdiri dari pemikiran-pemikiran,
peraturan perundang-undangan, al-hadis dan kaidah fighiyah nampaknya
sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoretik guna

mendapatkan analisis yang kritis terhadap penyelesaian perkara mafgud.

13 Ibid., him. 188,
14 Eatchur Rahman, /lmu waris ..., him, 508,
15 Ibid , him. §

16)[mam Jalaluddin Abdurratman, al-Asybah wan-Nuzair (Beirut:Dar al-Fikr, tt), him. 83.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna
membantu memecahkan permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini 2dalah
penelitian lapangan (field research), yakni data diperoleh langsung dari
masyarakat.”’ Pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan sumber data
primer yang akan diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pejabat
terkait, serta didukung dengan penetapan perkara mafqud dari tahun 1996
sampai 2001 dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penyusun menguraikan data tentang
perkara mafgiud secara deskriptif.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah
pendekatan nom_wtif dan sosiologis. Pendekatan normatif adalah
pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah yang
mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan al-hadis dan kaidah
fighiyah ataupun perundang-undangan.. Dengan pendekatan ini diketahui
bagaimana hukmﬁ mengatur perkara mafqud. Pendekatan selanjutnya

adalah pendekatan sosiologis, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan

7) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Ul Press, 1986), him. 11.
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melihat kondisi sosio kultural masyarakat yang melingkupinya, di mana
" data tersebut diperoleh melalui wawancara.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer
Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman ditambah variasi
pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
b. Data Sekunder
Dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap beberapa pendapat
ahlli hokum dan penetapan-penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang
perkara mafqud tahun 1996-2001.
4. Analisis Data
Berdasarkan objek yang dibahas dan tujuan penelitian yang akan dicapai,
penyusun menguraikan secara deskriptif tentang penyelesaian perkara
mafqud 'dan dianalisis dengan metode analisis data deduktif. Penyusun
menguraikan secara deskriptif tentang penyelesaian perkara mafqud dan
teori-teori tentang mafgud. Dengan data-data yang bersifat umum dianalisis
sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan

penyelesaian perkara mafqud.

G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah Pendahuluan ,

yang meliputi latar belakang masalah, runiusan masalah, tujuan dan kegunaan
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penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu untuk
mengetahui signifikansi penelitian, pendekatan dan teori, serta apa yang
menjadi pokok masalahnya.

Bab kedua merupakan pelacakan teori-teori tentang mafqua dan
sebagai wacana dasar untuk membangun logika ilmiah yang obyektif dan
konstitusional. Pembahsan ini untuk mengetahui pengertian dan ruang
lingkup mafqud, dasar hukum scrta praktek mengadili perkara mafqud di
lingkungan Peradilan Islam.

Bab ketiga menguraikan tentang perkara mafqud di Pengadilan Agama
untuk mengetahui keterkaitan antara mafqud dengan Pengadilan Agama dan
juga untuk menggambarkan hubungan hubunigan mafqud dengan kewarisan.
Dalam hal ini dikemukakan oprosedur penerimaan perkara mafqud,
kompetensi absolut, sifat dan fungsi perkara mafgud. Bab ini juga dilengkapi
dengan kasus posisi perkara mafgqud pada tahun 1996-2001.

Bab keempat merupakan analisis kritis terhadap penyelesaian perkara
mafqud. Judul bab ini adalah Penyelesaian Perkara Mafgiid di Pengadilan
Agama Bantul. Sub bab pertama prosedur yang ditempuh dalam mengadili
perkara mafqud. Sub bab kedua menjelaskan menjelaskan dasar hukum
perkara mafqiid, dengan ini diketahui status hukum perkara mafgiid. Sub bab
ketiga menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menetapan perkara
mafgud. Pengetahuan ini penting untuk mengetahui penerapan peraturan
perundang-undangan dan pendapat fuqaha tentang penyelesaian perkara.

Selanjutnya bab kelima yaitu Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan

kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan mafqud.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

| Prosedur mengadili perkara mafqud di Pengadilan Agama Bantul
didasarkan pada pasal 467 dan 468 K UHPer. Hal ini dilakukan karena
sampai saat ini perkara mafqiid belum diatur secara formal dan juga untuk
mengisi kekosongan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut sebenarnya
berlaku untuk go_longan Timur Asing. Prosedur mengadili perkara mafqud
adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan.

b. Pemanggilan pemohon melalui juru sita dan pemanggilan si mafqud
melalui surat kabar harian Kedaulatan Rakyat sebanyak 3 kali.

¢. Pembacaan permohonan.

d Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

e. Pembacaan penetapan.

2. Dasar hukum perkara mafgud yang digunakan Pengadilan Agama Bantul
terdapat pada rumusan pasal-pasal yang termuat dalam Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
merupakan hukum terapan bagi umat Islam Indonesia pada umumnya dan
Pengadilan Agama pada khususnya. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 96

ayat (2) KHI dan pasal 171 huruf b KHI.

62



3. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara mafqiid adalah terpenuhi
‘atau tidaknya syarat-syarat seseorang untuk dinyatakan mafgtid dengan
mengacu pada pasal 467 dan 468 KUHPer, yaitu:

a. Bahwa yang bersangkutan telah dipanggil melalui surat kabar sebanyak
3 kah dengalrcnggang waktu masing-masing pemanggilan 3 bulan
namun tetap tidak hadir.

b. Bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan tempal tinggal yang
terakhir sekurang-kurangnya 4 tahun dan tidak ada kabar beritanya.

¢. Bahwa yang bersangkutan sampai saat penetapan dijatuhkan patut
diduga telah meninggal dunia karena menurut rata-rata usia orang yang

sebaya dengannya telah meningggal dunia.

B. Saran-saran

1. Perkara mqfqﬁdl termasuk perkara baru di lingkungan Peradilan Agama
sehingga diperlukan kajian lebih lanjut, seperti dasar hukum yang
dijadikan landasan adalah pasal 96 ayat (2) dan 171 huruf b KHI. Padahal
dasar hukum mafgiid terdapat pula pada pasal 71 dan 191 KHI, juga hadis
Nabi dan pendapat fugaha.

7 Dibutuhkan kreativitas hakim dalam mempertajam analisis penetapan
perkara mafqud dengan lebth mengacu kepada dalil-dalil syar’i dan
pendapat fugoha untuk mengisi kekosongan hukum dari pada cenderung
tunduk pada aturan-aturan KUHPer yarg diperuntukkan bagi golongan

Timur Asing, atau seticak-tidaknya niengkombinasikan aturan-aturan
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hukum di atas. Pengadilan Agama mempunyai peluang yang cukup besar
untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia selama ada celah untuk
memberlakukannya seperti pada perkara mafq ud.

3. Diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan penetapan mafqud,
karena selama ini terdapat kekhilafan dalam pengutipan pasal 467 <ian 468
KUHPer di mana batas minimal si mafqud meninggalkan tempat
tinggalnya adalgh 5 tahun (bukan 4 tahun sebagaiman terdapat pada
penetapan-penetapan perkara mafqud selama ini).

Demikian skripsi ini disusun, penyusun menyadari  banyak
kekurangan dan kekhilafan oleh karena itu penulis mengharap kritik yang

membangun guna perbaikan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya,
Surabaya:Surya Cipta Aksara, 1993.

Hadis

Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, Shahih Bukhari, 8
jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981,

Kelompok Figh

Abdurrahman, Imam Jalaluddin, al-Asybah wa an-Nacair, Beirut :Dar
al-Fikr, tt.

Rahman, Fatchur, //mu Waris, Bandung:Al-Ma’arif, 1971.
Rofiq, Ahmad, Figh Mawaris, cet. 1V, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
Sabiq,'Sayid, Figh as-Sunnah, 3 Jilid, Semarang: Thoha Putera, (L.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Hukum Waris Islam, alih bahasa Sarmin
Syukur, Surabaya:al-Ikhlas, 1995.

---------- . Hukum Waris Menurut al-Qur'ar dan Hadis, alih bahasa Zaini
Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Az-Zuhaily, Wahbah, al-Figh al-Islamy wa adillatuh, 8 Jilid, Beirut:Dar al-
Fikr, 1989.

Kelompok Buku Lain

Adams, Wahiduddin dkk., Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta:Yayasan
al-Hikmah, 1999.

65



66

Harahap, M. Yahya, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peiudilan
Agama, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, 2001.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan, Jakarta:tanpa penerbit, 1998.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia,
Yogyakarta:Liberty, 1998.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Ul Press, 19G6.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990.

Subekti, R dan Tjitrosudibro, Kitab-Undang-undang Hukum Perdata,
Jakarta:Pradnya Paramita, 1992.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata
Dalam Teori dan Praktek, Bandung:Mandar Maju, 1997.

Kelompok Undang Undang

Departemen Agama Republik Indonesia, [/ndang-Undang Nomor | Tahun
1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 lTahun I 989
Tentang Peradilan Agama, Jakarta:Direktorat Pembinaan Peradilan
Agama, 1995.

Departemen  Agama Republik Indonesia, Kompilasi  Hukum  Islam,
Jakarta:Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2000.

Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta:Intermasa, 1989.

Ensiklopedia

Qalahji, Muhammad Rawwas, Ensiklopedia Figh Umar bin Khattab ra, alih
bahasa M. Abdul Mujieb, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.



